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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan 

5.1.1 Proses komunikasih Pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.
Proses komunikasi yang berlangsung atau bersumber dari rakyat kepada pemerintah pun belum bisa menjadi sebuah titik tolak untuk menciptakan kesamaan persepsi antara pemerintah dan rakyat. Banyak aspirasi masyarakat pada arus bawah (grassroot) tidak bisa terwujud sebagaimana mestinya, misalnya tentang keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak politik dan penegakan hukum. Ketidakberdayaan masyarakat untuk memperoleh akses yang diperlukan kepada kebutuhan-kebutuhan vital tersebut kian menjadi masalah dari tahun ke tahun. Hampir semua opini publik yang bernuansa kritik sosial yang konstruktif melalui pers hampir selalu memperoleh bantahan dari para komunikator elite. Setiap informasi yang kurang senada dengan keinginan elite negara segera dinyatakan tidak benar. Hal itu menunjukan terjadinya krisis informasi sosial sebagai dampak dominasi komunikasi top down (linier). Implikasi lainnya, penjabaran pesan-pesan komunikasi pembangunan atau politik dari pusat pemerintahan sering kali diperluas oleh aparat yang ada di bawah sehingga masayarakat mengalami tambahan beban hidup.
Ada faktor-faktor dimana selalu menimbualkan masalah, misalnya misunderstanding, tidak menyadari posisi masing-masing, kurang adanya komunikasih. Proses komunikasi yang berlangsung atau bersumber dari rakyat kepada pemerintah pun belum bisa menjadi sebuah titik tolak untuk menciptakan kesamaan persepsi antara pemerintah dan rakyat. Banyak aspirasi masyarakat pada arus bawah (grassroot) tidak bisa terwujud sebagaimana mestinya, misalnya tentang keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak politik dan penegakan hukum.

Proses komunikasi merupakan hal penting untuk pemerintah dan masyarakat, jika tidak berjalan lancar maka akan terjadi kesenjangan dan sampaknya sangat luas dan mengakibatkan terjdinya krisis informasi, . Adanya dampak “kemacetan komunikasi sosial”, Struktur Masyarakat yang Statis.  Komunikasi mempunyai peranan asasi dalam segala aspek kehidupan manusia, masyarakat, dan negara, karena komunikasi adalah wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya karena mereka saling membutuhkan, dan juga karena manusia hanya bisa berkembang melalui komunikasi. Komunikasi telah menjadi kepentingan vital bagi manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

5.1.2 Proses Pengambilan Keputusan  Pemerintah dalam  Proses Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.
Manuasia adalah pembuat keputusan (decision-making man), pengambilan keputusan terjadi setia saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang selalu diisi oleh suatu peristiwa yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun, oleh organisasi yang lain merupakan suatu seni dan ilmu yang harus di cari, di pelajari, dimiliki dan dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang.  Bila pemerintah atau organisasi yang bukan pemerintah gagal menguasai bidang tersebut, maka muncullah beragam masalah. Sebagaimana diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 11 tahun 2007. Dokumen perencanaan berjangka limatahunan ini ternyata belum mencapai separuh usianya ketika harus direvisi kembali akibat adanya pemekaran wilayah MTB. Konsekuensi ikutan dari pemekaran dimaksud kemudian mengharuskan direvisikannya RPJMD Kabupaten MTB terutama untuk menyesuaikannya dengan lingkungan geostrategis, administratif dan sosiologis baru pascapemekaran.
amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan berpedoman dan/atau mengacu kepada RPJM dan RPJP Nasional yang disusun Pemerintah Pusat. Kepala pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daeraha (RPJMD), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan menyusun acuan resmi bagi pemerintah daerah dan DPRD. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimilki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program kerja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.
Keputusan yang di ambil dalam Proses RPJMD (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2007-2012 oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupeten Maluku Tenggara Barat berbeda dengan keputusan untuk membuat tanah, sebab RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan juga RPJMD Provinsi; yang secara substantif memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikator kinerja daerah. Sebagaimana diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 11 tahun 2007. 
5.1.3 Proses sosialisasi dan pengembangan karir pegawai pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.
Pada level yang lebih praktis pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dan terkhusunya di Kabupeten Maluku Tenggara Barat (MTB) lebih merujuk pada persoalan pemerintah, dengan rencana kerja dan manajemen kerja kurang dapat dipahami secara baik oleh pemerintah sebagai perancang sistem dan stake holders lainnya sebagai pelaku atau user. Resiko yang dihadapi adalah proses yang berbeda menghasilkan ouput yang sangat berbeda. Bertolak dari nilai kesadaran tersebut perlu dipikirkan untuk merancang sebuah disain pengembangan sumber daya manusia yang adaptif dengan kondisi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) diperlukan sebuah konsep yang jelas tidak hanya mendeskripsikan kebutuhan jangka pendek tetapi Iebih bagus jika disain yang dirancang memuat sistem keberlanjutan pasca pengembangan karier dilakukan. Sebagai ilustrasi terdapat model ideal yang dipandang bisa menjadi pedoman untuk memetakan sistem pengembangan karier dalam suatu organisasi pemerintahan. Model ini merujuk pada sinergi yang seimbang antara aspek pengembangan karier, perencanaan karier dan manajemen karier.
Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang dikehendaki oleh organisasi/instansi. Usaha meningkatkan kemampuan kerja pegawai dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap, sehingga dapat menjadi kekayaan organisasi yang paling berharga, karena dengan segala potensi yang dimilikinya, pegawai dapat terus dilatih dan dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna, dan berprestasi optimal guna mencapai tujuan organisasi.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Indikator kinerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun dengan berpedoman pada PP Nomor 6 Tahun 2008. Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi riil Kabupaten MTB maka dipandang perlu untuk melakukan modifikasi formula perhitungan serta penambahan beberapa indikator yang tidak tercakup dalam peraturan pemerintah tersebut.

5.2 Saran 
Laporan hasil Kuliah Kerja Lapangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan instansi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenaggara Barat dalam upaya Proses komunikasih Pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009. Serta untuk mengamalkan Sila ke lima dari falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan  khususnya Proses Pengambilan Keputusan  Pemerintah dalam  Proses Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009 dan masyarakat Maluku Tenggara Barat (MTB)  pada umumnya yang diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para pembuat kebijakan untuk senantiasa turut serta dalam memanfaatkan, mengunakan dan mengendalikan berbagai potensi-potensi yang ada secara proporsional. Penyajian data laporan ini juga bertujuan untuk menggali berbagai potensi yang ada pada masing-masing lembaga perangkat daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB)  dalam upaya mengoptimalisasi pemanfaatannya sekalipun sebagai bahan untuk menilai sejauh mana keberhasilan masing-masing lembaga perangkat daerah dalam pemanfaatan potensi tersebut.
Oleh karena itu perlu Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam melaksanakan Proses sosialisasi dan pengembangan karir pegawai pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.

. Perencanaan Startegis ini merupakan komitmen organisasi yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) merupakan kerangka acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh aparat jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Oleh karena itu untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan komunikatif sebaik-baiknya dari semua pihak terkait.
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